
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1673, 2015 KEMENHUB. Kerugian Negara. Penyelesaian.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 173 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan

terjadinya kerugian Negara dan penyelesaian kerugian

Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan

dilakukan Pengaturan mengenai perlu Tata Cara

Penyelesaian Kerugian Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelesaian

Kerugian Negara di lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas sebagaimana telah Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4652);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas sebagaimana telah Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 75);

16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun

2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara Terhadap Bendahara;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.06/2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara;
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18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 /PMK.06/2012

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

1113);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 341);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 588);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/ PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1977);

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun

2014 tentang Perubaham Keempat Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang

Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di

Lingkungan Departemen Perhubungan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1916).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN

KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi

tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau

surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

3. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang

pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN di

lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan

APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Pihak ketiga adalah pegawai bukan ASN atau badan

hukum yang mempunyai ikatan kerja dengan

Kementerian.

6. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris

dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun

kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

7. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri

atau pihak lain berupa Uang, surat berharga, piutang,
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